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WALIKOTA SLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA SLITAR 

NOMOR 106 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUSAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SADAN PERENCANMN 

PEMSANGUNAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALIKOTA SLITAR, 

a. bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, 
maka perlu membentuk Sadan Riset dan Inovasi Daerah 

sesuai ketentuan; 
b. bahwa dalam rangka pembentukan Sadan Riset dan 

Inovasi Daerah dilakukan pengintegrasian dengan 

perangkat daerah yang menyeienggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang perencanaan pembangunan daerah; 

c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 
78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan Inovasi 

Nasional, periu meiakukan penyesuaian terhadap 

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
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I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahuiu) Tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

ten tang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Peru bahan Batas Wilayah Kota mad ya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Penyelenggaraan 
Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peratuan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Q 
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Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 

Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Alas Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2021 Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kola Blitar Tahun 2018 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikola Nomor 23 
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah [Berita Daerah Kola Blitar Tahun 2022 Nomor 23) 
diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga 

keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 2 

( 1) 

merupakan unsur 

Pembangunan 

penunjang 

Dae rah 

urusan 
Badan Perencanaan 

pemerintahan di bidang perencanaan serta 
fungsi penunjang riset dan inovasi yang menjadi 
kewenangan daerah; 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 
tugas membantu walikota di bidang perencanaan serta 

fungsi penunjang riset dan inovasi yang menjadi 
kewenangan daerah. 

3. Ketentuan Pasa.1 4 huruf a, b, c, d, f, i, n, o, dan p 
diu bah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 4 

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah melaksanakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan 

pembangunan daerah serta riset dan inovasi 
daerah berdasar peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

b. penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan 
daerah, riset dan inovasi daerah; 

c. penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang 
urusan perencanaan pembangunan daerah, riset 
dan inovasi daerah; 
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d. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan 

pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah; 
e. pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data 

yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan 
daerah, riset dan inovasi Daerah; 

pemerintahan 
f. penyelenggaraan riset dan 

kepentingan penyelenggaraan 

inovasi untuk 

daerah; 

g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan tugas pembantuan; 
h. pengkoordinasian penerapan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Daerah; 
1. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

dibidang perencanaan pembangunan daerah, riset 

dan inovasi daerah; 

j. pengendalian, pengawasan dan pembinaan di 

bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, 
ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan 

dan kehumasan anggaran, perlengkapan, 
pelaksanaan tu gas Bad an; 

k. pengembangan kemarnpuan organisasi meliputi 

pembinaan personil, administrasi umum, 

ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; 
l. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem 

Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP) di Iingkup 

badan; 

m. perumusan pengukuran kepuasan pengguna 
layanan; 

n. pengelolaan pengaduan rnasyarakat di bidang 

perencanaan pembangunan daerah, riset dan 

inovasi daerah; 
o. penyarnpaian data hasil pembangunan dan 

informasi lainnya terkait layanan bidang bidang 
urusan perencanaan pembangunan daerah, riset 
dan inovasi daerah secara berkala melalui sub 

domain website Pemerin tah Daerah; 



·m,pi,9 
1'[Bda)! i,pi,da:>j qi,Mi,!lJunllllrn,µaq trap lf"M1'q 
!P aparoq i,,(usi,llnl lIB)j1'UW:>j1'pw urapsp llui,,( 

q,,1ai,a lS1lAOU[ trep lasm lllIBP)8 i,reda)! Suarocs 

t.{aJO UJdWJd)p {fBla1'G )S1'AOU[ trap la6)� lllIBP!8 (1) 

£1 J"S"d 
l[B.I:;rna !S'BAOUJ uep laS!N 8UBP}8 

1'WJ!a)! u-e)lli,9 

:ln:>j).rnq palli,qas tA:unq1aq £1 
[1'S1'd u-eqrun1asa:>j i,jjjju)qas 'q,,qn)p £1 J"Slld lIBOlUala)! ·s 

·1u11'lO'!!fE'M u-eJnl1'Jad trap lIB)jt.{1'SJWal 

'l"P!l '.am,,( u-e)'.ai,q lIB)j1'd ruaur uep 'JU! 1'lO'!!f" M 

ui,Jnl1'lad trandure-j urejap mqasrai '(1) l""" i,pi,d 

pnsxeunp i,m,wpalli,qas q,,1ai,a u-eun'.au-eqwad 

ueaueouaraj ""P"8 isw1u-e'.a10 u-eunsns u-elli,9 (0) 
"[BUOJS'.aUni[ U1'l1'q1'r :>jOdWOja)! "J 

uep !qe.1aea }SBAOUJ uep ldS!N 8trep}s: ·a 

'.Jnl}{CT.QS'BJ.JUJ uep U'B}WOUO>{d.ldd ''8}Snuew 

ui:ru�ueqwad 'ueqmuµawad 8uep}8 'P 

!qe.1aea usunsuequraj !Sl3TifBA3: 

uep uerrepua8uad 'uaeueouaraj 8uep}g ·o 

uereM.a8ada)I uep ue8trena)I 
1
wnwn ue�es qns }qe,weqwaw lBµEld.DPS ·q 

'.S'BU!G 'B[Bdd)[ "B 

.trap UJplal q,,1ai,a u-eun'.aui,qwact 

traunsng (1) 

s l"""d 
'lIDf!l"'l Jl'lli,qas JAunq1aq s J"S"d u-eqrun1asa:>j 

i,jjjjmqas 'q,,qnip a jrunu (1) l""" s J"S"d u-enluala)! ·1, 

·l?Ausa8nl 8trep!q ue8uap ransss l?lO>[ff'BM 4a10 

uexuaqrp '.am,,( lI!"l ui,s13u1pa:>j si,'.ilnl U1'13lIBS)j1'jad ·b 

!qtuaep }S'BAO� uep 1asµ 

'lfB.IdEp ueun8ueqwad mraueoua.1ad IDretreS}{'B{ad 

trarode] uep !S'BilfBAd '8uµo:Huow ue"BtreS)fBicXi ·d 

- 7 - 

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan 
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, 

riset dan inovasi daerah; 
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 
(1) Susunan organisasi Badan 

Pembangunan Daerah terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, 

Keuangan dan Kepegawaian 
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah; 

Perencanaan 

ct. Bidang Pemerintahan, Pembangunan 
Manusia, Perekonomian dan Jnfrastruktur; 

e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan organisasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). tersebut dalam Lampiran Peraturan 
Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
13 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kelima 
Bidang Riset dan Inovasi Daerah 

Pasal 13 
(1) Bidang Riset dan lnovasi Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Badan. 
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(2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana 

merumuskan kebijakan 
mempunyai tugas 

teknis dan 
dimaksud dalam ayat (1) 

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan 
riset dan inovasi daerah. 

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 

14 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 14 

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Riset dan lnovasi 

Daerah melaksanakan fungsi: 
a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan 

pelaksanaan penelitian, pengembangan, 
pengkajian dan penerapan, serta invensi dan 
inovasi di daerah; 

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, 
kelembagaan, dan sumber daya penelitian, 

pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi di daerah; 

c. koordinasi dan sinkronisasi 
kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasarna 
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta kemitraan penelitian, pengembangan, 
pengkajian, penerapan, dan inovasi di daerah; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 

penelitian, pengembangan, pengkajian, 
penerapan, dan inovasi di daerah; 

pelaksanaan 

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, 
pengembangan, pengkajian, penerapan, dan 
inovasi di daerah; 

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, 
pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; 
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g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat her basis 

penelitian, pengembangan, pengkajian dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi 

penelitian lainnya di daerah; 
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi 

daaerah; 
1. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi 

regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan 

kepada Walikota dan Perangkat Daerah di 

lingkungan kota; 

J· pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi program dan kegiatan riset dan inovasi 

daerah; 
k. pengoordinasian 

kelembagaan, 

pelaksanaan 
ketatalaksanaan, 

penguatan 
pembiayaan, 

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia 

riset dan inovasi daerah; 
l. pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga 

penelitian dan pengembangan melalui pendidikan 
formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan 
dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan organisasi; 
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu pasal, 
yaitu Pasal 19A sehingga keseluruhan berbunyi berikut: 

Pasal 19A 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, 
pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan 
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota sesuai 

ketentuan. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan Peraturan Walikota 

memerintahkan 

irri dengan 
orang mengetahuinya, 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 28 Desember 2022 

WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 

Pada tanggal 28 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, 

ttd. 

Priyo Suhartono 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 106 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA AGIAN HUKUM, 

• 
!KA HAD WIJAYA S.H. M.H. 

NIP. 1979 210 200604 1 008 
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